
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ten tang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
19!;53 tentang Pemberitukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana
dimaksud dalarn huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Peta Proses
Bisnis Dinas Lingkungan Hidup KotaBanjarmasin.

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a,
perlu menetapkan Peta Proses Bisnis Dinas
Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin;

a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan
administrasi pemerintahan, khususnya di lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin , perlu
dilakukan penyusunan dan penerapan Peta Proses
Bisnis Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin;

WALI KOTA BANJARMASLN,

DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

PETA PROSES BISNIS
DlNAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN

TENTANG

WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOtA BANJARMASIN
NOMOR (;~ TARUN 2018

Mengingat

Menimbang



10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tabun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40).

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang
Pedornan Penyusunan Peta Proses Bisnis Administrasi
Pemerintahan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

7. Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nornor 6, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584}
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara
Republik Indonesia. Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679};

3. Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor '5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



Tujuan ditetapkannya Peta Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup Kota
Banjarmasin adalah agar tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota
Banjarmasin dapat diselenggarakan secara terukur, akuntabel, efektif, dan
efisien.

Pasal3

Maksud ditetapkannya Peta Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup Kota
Banjarmasin adalah untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

Pasa12

MAKSUD DAN TUJUAN

BABII

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota

Banjarmasin;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
5. Peta Proses Bisnis YaI1g selanjutnya disebut Peta Proses Bisnis adalah

serangkaian instruksi tertulia yang -dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berisikan langkah
kegiatan, aktor pelaksana, dart mutu baku;

6. Penyesuaian dan perubahan adalah tindakan, melakukan perbaikan
terhadap Peta Proses Bisnis yang ditetapkan atau membuat Peta Proses
Bisnis baru.

Pasall

KETENTUAN UMUM

BAB I

PROSES.
KOTA

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETA
BISNIS DINAS LINGKUNGAN HIDtTI'
BANJAR!y1ASIN.

Menetapkan

·MEMUTUSKAN :



Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal8

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka seluruh prosedur tetap
(protap) atau dengan sebutan lain, secara bertahap agar disusun
menyesuaikan dengan ketentuan mengenai Peta Proses Bisnis administrasi
pemerintahan yang berlaku.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

BABV

Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan penyesuaian dan perubahan dapat
diberlakukan setelah mendapat pengesahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
KotaBanjarmasin.

Pasal6

Peta Proses Bisnis pada peraturan ini dapat dilakukan penyesuaian dan
perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dinas Lingkungan HidupKotaBanjarmasin.

Pasal 5

PENYESUAlAN DAN PERUBAHAN

BABIV

Peta Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan Walikotaini.

Pasal4

PETA PROSES BISmS

BABIII



BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 14

H. HAMLI KURSANI

SEKRETARIS DAERAH BANJARMASIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal t:.r "Gt.iiIO...:;.1 '18

H. IBNU SINA

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal ~" I....semb...l· _ u

WALIKOTA BANJARMASIN,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.



2. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah
b. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup rnempunyai tugas pokok menyusun perencanaan dan
melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang penataan lingkungan, pengawasan

dan pengendaJianperencanaan lingkungan, serta pelayanan dan pengolahan

kebersihan

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka dipandang perlu melakukan

penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, berdasarkan susunan

yang berkaitan dengan pelayanan yang merupakan ketentuan yang diamanatkan

oleh Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas. maka ditetapkanlah Peraturan

Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, yang satan satu dari Perangkat Daerah

tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Perangkat Daerah ini

merupakan gabungan dari Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kota Banjarrnasin pada susunan Organisasi Perangkat Daerah yang

baru.

1. Sejarah PembentiJkan

PETA PROSES BISNIS DINAS LlNGKUNGAN HIDUP

KOTA BANJARMASIN

LAMPI RAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR It TAHUN 2018
TENTANG
PETA PROSES BISNIS
DINAS LlNGKUNGAN HIDUP
KOTA BANJARMASIN



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas

mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang lingkungan hidup dan pelayanan

kebersihan;

b. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan,

pengendalian evaluasi pengawasan dan pengendalian pencemaran, limbah b3

dan kerusakan lingkungan;
c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan,

pengendalian dan evaluasi terhadap pemantauan dan pemulihan kualitas

lingkungan;
d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan dan pelaporan serta

pengkajian amdal, ukl, upl;

e. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang lingkungan dan kebersihan sesuai

dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh walikota;

f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

lingkungan dan kebersihan serta proses pengelolaannya;
g. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan,

penataan dan pengawasan lingkungan, pengendalian dan evaluasi terhadap

pelaksanaan pengangkutan sampah dan tempat pembuangan akhir;
h. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan,

pengendalian dan evaluasi peningkatan lingkungan dan peJayanankebersihan;

i. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan,

pengendalian dan evaluasi terhadap penataan lingkungan dan pengelolaan
sampah;

j. Pembinaan dan pengendaJianUPT; dan

k. PengeloJaanurusan kesekretariatan.



Sekretariat terdiri dari :

Sub Bagian Perencanaan;
a. Menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan dinas;

b. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program

dan rencana kegiatan ;
c. Menyiapkan bahan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ;

d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana

stratejik;

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana
terintegrasi ;

4. Struktur Organisasi

Unsur-Unsur Organisasi Dinas adalah :

a. Sekretariat;

b. Bidang Tata Lingkungan;

c. Bidang Pengawasan;

d. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah ;

e. Bidang Pertamanan, Sarana dan Prasarana

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. Unit Pelaksana Teknis

(1) Uraian Tugas Sekretariat
a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan

mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan

mengendalikan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan,

penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan

mengendalikan pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan

kearsipan;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan

mengendalikan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan

mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan

f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya;.



Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan

ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, serta pengelolaan

administrasi kepegawaian;
b. menyiapkan bahan dan mengelola urusan surat menyurat dan ekspedisi;

c. mengelola penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemilahan,

pemberkasan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip ;

d. melaksanakan pelayanan administrasi dinas;

e. melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air

bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta

mengatur perpakiran ;

f. menyiapkan bahan dan menyusun RKBUdan RTBU sesuai kebutuhan ;

Sub Bagian Keuangan;

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan
anggaran, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan ;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran

dan pengelolaan penatausahaan keuangan;

c. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran;
d. menyiapkan bahan pengesahaan dokumen anggaran;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan anggaran dan

penatausahaan keuangan ;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran ;
g. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota

ILaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan dan Lima

Tahunan, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah;
h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program,

evaluasi, pelaporan dan pengelolaan keuangan ; dan

1. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya ;

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana

kerja tahunan ;

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana

kegiatan ;

h. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya ;
























































